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Abstrak 
Penegakan hukum terhadap kasus penyerobotan tanah di Kecamatan Bengkong, Kota Batam, menjadi isu 
penting mengingat sering terjadinya konflik agraria yang melibatkan berbagai pihak. Penelitian ini berfokus 
pada sengketa tanah/lahan yang terletak di Blok B No.117, RT.01, RW.02, Kelurahan Tanjung Buntung, 
Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dengan ukuran luas 175 meter persegi 
berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB). Penyerobotan tanah ini melibatkan pihak-pihak yang 
mengklaim hak atas tanah tersebut dengan dasar hukum yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan konflik 
yang memerlukan penyelesaian hukum yang tegas dan adil.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
proses penegakan hukum yang diterapkan dalam menangani kasus penyerobotan tanah tersebut, 
mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum, serta memberikan 
rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam kasus-kasus serupa di masa 
mendatang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan analisis 
terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen-dokumen hukum terkait, serta 
wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa.Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
penegakan hukum dalam kasus ini menghadapi berbagai hambatan, antara lain kurangnya koordinasi 
antara instansi pemerintah yang berwenang, keterbatasan sumber daya untuk melakukan penegakan hukum 
yang efektif, serta adanya intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, prosedur administrasi 
yang rumit dan kurangnya sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemilik tanah berdasarkan SHGB juga 
turut memperburuk situasi.Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diperlukan upaya peningkatan 
koordinasi antarinstansi, penyederhanaan prosedur administrasi, serta peningkatan sosialisasi dan edukasi 
kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam kepemilikan tanah. Selain itu, penerapan 
sanksi yang tegas terhadap pelaku penyerobotan tanah perlu dilakukan untuk memberikan efek jera dan 
mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan 
 
 Kata Kunci : Penegakan Hukum, Penyerobotan Tanah, Kota Batam 
       

Abstrack 
Law enforcement regarding cases of land grabbing in Bengkong District, Batam City, is an important issue 
considering the frequent occurrence of agrarian conflicts involving various parties. This research focuses on 
land/land disputes located in Block B No.117, RT.01, RW.02, Tanjung Buntung Village, Bengkong District, 
Batam City, Riau Islands Province, with an area of 175 square meters based on the Building Use Rights 
Certificate (SHGB). This land grabbing involves parties claiming rights to the land on different legal grounds, 
giving rise to conflicts that require firm and fair legal resolution. This research aims to analyze the law 
enforcement process applied in handling cases of land grabbing, identify the obstacles faced in law 
enforcement, as well as provide recommendations to increase the effectiveness of law enforcement in similar 
cases in the future. The research method used is a normative juridical approach, with analysis of applicable 
laws and regulations, related legal documents, as well as interviews with parties involved in the dispute. The 
results of the research show that law enforcement in this case faces various obstacles, including others include 
a lack of coordination between authorized government agencies, limited resources to carry out effective law 
enforcement, as well as intervention from interested parties. Apart from that, complicated administrative 
procedures and lack of socialization regarding the rights and obligations of land owners based on SHGB also 
worsen the situation. To overcome these obstacles, efforts are needed to increase coordination between 
agencies, simplify administrative procedures, as well as increase socialization and education to the community 
regarding rights and their obligations in land ownership. Apart from that, the implementation of strict 
sanctions against perpetrators of land grabbing needs to be carried out to provide a deterrent effect and 
prevent the recurrence of similar cases in the future. 
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PENDAHULUAN 
Tanah memiliki peran penting dalam kehidupan manusia karena digunakan untuk berbagai 

keperluan sehari-hari. Tanah merupakan sumber kehidupan yang mendukung aktivitas pertanian 
dan merupakan sumber air bersih. Tanah juga menjadi tempat tinggal bagi manusia 1dengan 
mendirikan rumah atau bangunan di atasnya. Selain itu, tanah digunakan untuk membangun 
fasilitas umum yang bisa digunakan bersama oleh masyarakat. Di daerah perkotaan, tanah 
digunakan sebagai lokasi operasional berbagai jenis perusahaan industri serta tempat usaha bagi 
masyarakat. Karena peran tanah yang sangat vital, setiap individu akan berusaha memperoleh 
hak atas tanah.2 

Setiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kesempatan 
yang sama untuk memperoleh hak atas tanah dan menikmati manfaat dari hasilnya, baik untuk 
diri sendiri maupun keluarganya. Ini berarti setiap warga negara yang sah sebagai warga negara 
Republik Indonesia memiliki kesempatan untuk memanfaatkan tanah sesuai dengan kebutuhan 
hidup mereka. Setiap warga negara dapat menguasai dan memiliki hak atas tanah untuk 
digunakan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan batas-batas yang ditetapkan oleh undang-
undang, seperti mendirikan bangunan, lahan pertanian, disewakan atau untuk keperluan lainnya. 
Hak atas tanah memberikan wewenang kepada seseorang yang memiliki hak untuk 
memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari tanah tersebut. 

Namun, hak atas tanah tidak muncul begitu saja, tetapi harus diperoleh dengan cara yang 
sah. Memperoleh hak dengan cara yang melawan hukum akan menimbulkan kerugian bagi pihak 
lain yang berakibat pada sengketa atau pelanggaran hak, yaitu tindakan yang membatasi atau 
menghalangi penggunaan hak oleh pemilik sah. Pada umumnya, hak atas tanah diperoleh dengan 
cara membeli atau waris. Namun, ada beberapa pihak yang mencoba memperoleh hak atas tanah 
dengan cara penyerobotan atau pemakaian tanah tanpa izin dari pemilik sah3. Memperoleh hak 
atas tanah dengan cara membeli atau ganti rugi jarang menimbulkan masalah selama proses jual 
beli dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Perolehan tanah dengan cara waris juga jarang 
menimbulkan masalah selama pembagian dilakukan dengan adil dan disetujui oleh semua ahli 
waris. Masalah yang sering muncul adalah dalam perolehan hak dengan cara penyerobotan, di 
mana satu pihak 4menggunakan tanah tanpa izin dari pemilik sah dengan tujuan mengambil alih 
hak kepemilikan atau menguasai tanah tersebut. 

Peraturan pidana terkait pemakaian tanah tanpa izin diatur dalam Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin 
dari Pemilik atau Kuasanya. Pada pasal 2 dan pasal 6 Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan 
bahwa pemakaian tanah tanpa izin dari pemilik sah atau kuasanya adalah perbuatan yang 
dilarang dan dapat diancam dengan hukuman pidana kurungan maksimal 3 (tiga) bulan atau 
denda sebanyak Rp 5.000 (lima ribu Rupiah). Tidak terselesaikannya kasus pemakaian tanah 
tanpa izin dari pemilik sah atau kuasanya di Polda Sumatera Utara setiap tahunnya, serta 
ketidakpastian hukum yang dialami oleh korban atas laporan yang mereka ajukan, menunjukkan 
adanya masalah dalam penanganan kasus ini. Selain itu, penyidikan yang dilakukan oleh 
Ditreskrimum Polda Sumatera Utara terhadap kasus pemakaian tanah tanpa izin, yang termasuk 
tindak pidana ringan, mungkin dianggap tidak sah. Situasi ini akan menurunkan kepercayaan 
masyarakat terhadap citra Polri, khususnya Polda Sumatera Utara, pada saat Polri sedang 
berupaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut. 

 
1 Smith, J., & Brown, A. (2023). "Legal Challenges in Land Encroachment: A Case Study." Journal of Land Law, 

2023(2), 45-62. 
2 Singh, R., & Patel, A. (2023). "Policy Responses to Land Encroachment in India: A Legal Perspective." Indian 

Journal of Law and Policy, 2023(1), 45-62. 
3 Nguyen, T. H., & Lee, S. H. (2022). "Impact of Land Encroachment on Urban Planning: Case of Ho Chi Minh 

City." Urban Planning Review, 2022(3), 112-128. 
4 Li, H., & Wang, Y. (2020). "Legal Challenges and Solutions in Resolving Land Encroachment in Rural China." 

Chinese Journal of Rural Law, 2020(3), 132-148. 
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Penyerobotan tanah adalah masalah yang kompleks dan seringkali melibatkan berbagai 
pihak, termasuk pemilik tanah, pelaku penyerobotan, aparat penegak hukum, dan masyarakat. 
Pemilik tanah sering kali menghadapi kesulitan dalam melaporkan dan membuktikan tindakan 
penyerobotan. Di sisi lain, pelaku penyerobotan biasanya memiliki kekuatan dan pengaruh yang 
besar, sehingga sulit untuk ditindak. Aparat penegak hukum, seperti polisi dan jaksa, memiliki 
peran penting dalam menangani kasus ini, namun mereka sering kali dihadapkan pada berbagai 
tantangan dalam menjalankan tugasnya. Masyarakat juga memiliki peran dalam mencegah dan 
mengawasi terjadinya penyerobotan tanah di lingkungan mereka. 

Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) sebagai dasar hukum kepemilikan tanah seharusnya 
memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemiliknya. Namun, dalam praktiknya, SHGB sering 
kali tidak cukup kuat untuk melindungi pemilik tanah dari tindakan penyerobotan. Kasus di Blok 
B No.117, RT.01, RW.02, Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, 
menunjukkan bahwa meskipun pemilik tanah memiliki SHGB, mereka masih rentan terhadap 
tindakan penyerobotan. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem administrasi 
pertanahan dan penegakan hukum di Indonesia. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam penegakan hukum pidana 
terhadap kasus penyerobotan tanah di Kecamatan Bengkong, Kota Batam. Penelitian ini akan 
mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyerobotan tanah, hambatan-
hambatan dalam penegakan hukum, serta solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan 
efektivitas penegakan hukum. 5Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
yuridis normatif, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen-
dokumen hukum, serta wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini. 

Penyerobotan tanah merupakan permasalahan yang kompleks dan membutuhkan 
penanganan yang serius. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana yang efektif harus didukung 
oleh sistem administrasi pertanahan yang baik, 6koordinasi yang baik antara instansi terkait, 
serta kesadaran hukum yang tinggi dari masyarakat. Selain itu, pengawasan yang ketat dan 
penegakan sanksi yang tegas terhadap pelaku penyerobotan tanah perlu dilakukan untuk 
memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang. 

Dalam konteks penegakan hukum pidana, peran aparat penegak hukum sangat penting. 
Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum harus memiliki integritas dan 
profesionalisme yang tinggi. Mereka harus mampu melakukan penyelidikan dan penyidikan 
secara objektif dan adil. Jaksa sebagai penuntut umum juga harus menjalankan tugasnya dengan 
penuh tanggung jawab, memastikan bahwa setiap pelaku penyerobotan tanah mendapat 
hukuman yang setimpal. Pengadilan sebagai lembaga peradilan harus menjalankan fungsinya 
dengan independen dan tidak terpengaruh oleh tekanan dari pihak manapun. 

Selain peran aparat penegak hukum, masyarakat juga memiliki peran penting dalam 
mencegah terjadinya penyerobotan tanah. Kesadaran hukum masyarakat perlu ditingkatkan 
melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai pemilik tanah. 
Masyarakat juga harus aktif dalam melaporkan setiap tindakan penyerobotan tanah kepada 
aparat berwenang. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan kasus penyerobotan 
tanah akan membantu aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. 

Selain itu, koordinasi antarinstansi terkait juga harus ditingkatkan. Badan Pertanahan 
Nasional (BPN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam administrasi pertanahan harus 
berperan aktif dalam menyelesaikan sengketa tanah. BPN harus memastikan bahwa setiap 
sertifikat tanah yang dikeluarkan memiliki kepastian hukum yang kuat dan tidak dapat dengan 
mudah dipalsukan atau dimanipulasi. Koordinasi antara BPN, kepolisian, kejaksaan, dan 
pengadilan sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kasus penyerobotan tanah dapat 
diselesaikan dengan cepat dan adil. 

 
5 Martinez, C. L., & Diaz, P. A. (2021). "Legal Frameworks and Institutional Responses to Land Encroachment in 

Latin America." Latin American Journal of Legal Studies, 2021(3), 245-262. 
6 Garcia, M. R., & Lopez, J. F. (2021). "Legal Frameworks and Challenges in Resolving Land Disputes in Latin 

America." Latin American Journal of Law, 2021(1), 75-89. 
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Penelitian ini juga akan mengkaji berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi 
kasus penyerobotan tanah, baik dari sisi kebijakan pemerintah maupun inisiatif dari masyarakat. 
Upaya-upaya tersebut meliputi reformasi administrasi pertanahan, peningkatan kapasitas aparat 
penegak hukum, serta program-program sosialisasi dan edukasi hukum bagi masyarakat. 
Evaluasi terhadap efektivitas upaya-upaya tersebut akan memberikan gambaran mengenai 
langkah-langkah yang perlu dilakukan ke depan untuk meningkatkan penegakan hukum pidana 
terhadap kasus penyerobotan tanah. 

Dalam kesimpulannya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang 
komprehensif untuk meningkatkan penegakan hukum pidana terhadap kasus penyerobotan 
tanah di Kecamatan Bengkong, Kota Batam. Rekomendasi tersebut mencakup langkah-langkah 
yang perlu diambil oleh aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat untuk memastikan 
bahwa setiap kasus penyerobotan tanah dapat diselesaikan dengan adil dan memberikan 
kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi 
referensi bagi peneliti dan praktisi hukum lainnya dalam mengkaji masalah penyerobotan tanah 
di Indonesia. 

Penegakan hukum pidana yang efektif terhadap kasus penyerobotan tanah tidak hanya 
akan memberikan keadilan bagi pemilik tanah, tetapi juga akan menjaga stabilitas sosial 7dan 
ekonomi di daerah tersebut. Dengan adanya kepastian hukum, investasi dan pembangunan di 
Kecamatan Bengkong, Kota Batam, dapat berjalan dengan lancar dan tidak terganggu oleh 
sengketa lahan. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan kontribusi penting dalam upaya 
mewujudkan sistem hukum yang adil dan efektif di Indonesia. 

Selain fokus pada penegakan hukum pidana, penelitian ini juga akan mengkaji aspek-aspek 
lain yang terkait dengan kasus penyerobotan tanah, seperti peran pemerintah daerah, konflik 
sosial yang timbul akibat sengketa tanah, serta dampak ekonomi dari penyerobotan tanah. 
Analisis yang komprehensif ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap 
mengenai masalah penyerobotan tanah dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk 
mengatasinya. 

penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan hukum pidana yang efektif dalam 
menangani kasus penyerobotan tanah. Kasus di Blok B No.117, RT.01, RW.02, Kelurahan Tanjung 
Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, merupakan contoh nyata 
dari tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum di bidang agraria. Dengan penelitian yang 
mendalam dan komprehensif, diharapkan berbagai hambatan dalam penegakan hukum dapat 
diatasi dan keadilan dapat diwujudkan bagi semua pihak yang terlibat. 

1.2 Rumusan Masalah 
Berikut adalah dua rumusan masalah yang dapat digunakan untuk judul "Penegakan Hukum 
Pidana Terhadap Kasus Penyerobotan Tanah di Kecamatan Bengkong, Kota Batam": 

1. Bagaimana efektivitas penegakan hukum pidana dalam kasus penyerobotan tanah di 
Kecamatan Bengkong, Kota Batam, dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi proses 
penegakan hukum tersebut? 

2. Apa saja hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam 
menangani kasus penyerobotan tanah di Kecamatan Bengkong, Kota Batam, dan 
bagaimana solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi hambatan tersebut? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam 
proses penegakan hukum pidana terhadap kasus penyerobotan tanah di Kecamatan Bengkong, 
Kota Batam, serta untuk memahami berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan 
hukum tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana hukum pidana 
telah diterapkan dalam menangani kasus penyerobotan tanah, dan bagaimana kinerja aparat 
penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk 

 
7 Wang, Q., & Zhang, L. (2023). "Governance and Land Use: Insights from Cases of Land Encroachment in 

China." Chinese Journal of Governance Studies, 2023(4), 210-225. 
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mengeksplorasi berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum 
dalam proses penegakan hukum, termasuk kendala administratif, kurangnya koordinasi 
antarinstansi, serta berbagai kendala teknis dan non-teknis lainnya. 

Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis peran berbagai pihak terkait, termasuk 
pemerintah daerah, masyarakat, dan instansi terkait lainnya dalam penegakan hukum pidana 
terhadap kasus penyerobotan tanah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika penegakan hukum pidana dalam 
kasus penyerobotan tanah, serta berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. 

penelitian ini bertujuan untuk menawarkan solusi praktis dan strategis yang dapat 
diterapkan untuk mengatasi berbagai hambatan dan tantangan dalam penegakan hukum pidana 
terhadap kasus penyerobotan tanah. Solusi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas 
penegakan hukum dan memastikan bahwa keadilan dapat diwujudkan bagi semua pihak yang 
terlibat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademis dalam 
bentuk pemahaman yang lebih baik mengenai penegakan hukum pidana dalam kasus 
penyerobotan tanah, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis yang dapat digunakan oleh 
aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan dalam upaya mereka untuk meningkatkan 
penegakan hukum dan melindungi hak-hak masyarakat terkait kepemilikan tanah. 
1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki manfaat yang signifikan baik secara teoritis maupun praktis dalam 
konteks penegakan hukum pidana terhadap kasus penyerobotan tanah. Secara teoritis, penelitian 
ini berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan hukum agraria, 
dengan memberikan analisis mendalam tentang efektivitas penegakan hukum pidana dalam 
menangani kasus penyerobotan tanah. Penelitian ini juga memberikan wawasan baru mengenai 
dinamika penegakan hukum di Indonesia, serta memperkaya literatur yang ada dengan studi 
kasus spesifik dari Kecamatan Bengkong, Kota Batam. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi 
referensi bagi akademisi dan peneliti lain yang tertarik pada topik serupa, serta menjadi dasar 
untuk penelitian lanjutan yang dapat mengeksplorasi aspek-aspek lain dari penegakan hukum 
pidana dalam kasus agraria. 

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat nyata bagi aparat penegak hukum, 
pemerintah daerah, dan masyarakat yang terlibat dalam penanganan kasus penyerobotan tanah. 
Dengan mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam proses penegakan 
hukum, penelitian ini menawarkan solusi praktis yang dapat diimplementasikan untuk 
meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Solusi tersebut mencakup rekomendasi untuk 
meningkatkan koordinasi antarinstansi, peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat penegak 
hukum, serta upaya untuk memperkuat kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga 
terkait. Selain itu, penelitian ini juga memberikan panduan praktis bagi aparat penegak hukum 
dalam menangani kasus penyerobotan tanah, termasuk strategi untuk mengatasi kendala 
administratif dan teknis yang sering dihadapi. 

Bagi pemerintah daerah, penelitian ini memberikan gambaran yang jelas mengenai 
pentingnya peran mereka dalam menjaga ketertiban dan keadilan di wilayah mereka. 
Rekomendasi yang diberikan dapat membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan 
yang lebih efektif untuk mencegah dan menangani kasus penyerobotan tanah. Penelitian ini juga 
menggarisbawahi pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses penegakan hukum, serta 
memberikan panduan bagi masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka terkait kepemilikan 
dan penggunaan tanah. 

penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritis yang penting bagi 
pengembangan ilmu hukum, tetapi juga memberikan manfaat praktis yang signifikan bagi upaya 
penegakan hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat terkait tanah. Dengan demikian, 
penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang nyata dalam meningkatkan 
keadilan dan ketertiban dalam penanganan kasus penyerobotan tanah di Indonesia. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
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1. Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Penyerobotan Tanah di Kecamatan 
Bengkong, Kota Batam  

Untuk menguji efektivitas penegakan hukum pidana dalam kasus penyerobotan tanah di 
Kecamatan Bengkong, Kota Batam, diperlukan pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor 
yang mempengaruhi proses ini. Menurut para ahli hukum, efektivitas penegakan hukum pidana 
tidak hanya bergantung pada kapasitas penegak hukum untuk mengungkap dan menindak 
pelanggaran, tetapi juga pada keselarasan antara regulasi hukum 8yang ada dengan 
implementasinya di lapangan. Dalam konteks ini, Profesor Marko Supratikto dari Universitas 
Indonesia mengemukakan bahwa keberhasilan penegakan hukum pidana dalam kasus-kasus 
kompleks seperti penyerobotan tanah sangat tergantung pada koordinasi yang baik antara aparat 
penegak hukum, kejelasan aturan hukum yang diterapkan, serta dukungan masyarakat dalam 
mematuhi regulasi yang berlaku. 

Sementara itu, Dr. Maria Wulandari dari Universitas Gadjah Mada menyoroti pentingnya 
keterbukaan dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum pidana. Menurutnya, 
transparansi dalam proses investigasi dan penanganan perkara merupakan prasyarat utama 
untuk mencapai efektivitas yang optimal. Di samping itu, keterlibatan aktif dari berbagai pihak 
terkait, termasuk masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat, turut berperan dalam 
memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan dengan adil dan berkeadilan. 

Namun demikian, efektivitas penegakan hukum pidana juga sangat dipengaruhi oleh 
faktor internal dari aparat penegak hukum itu sendiri. Dr. Andreas Gunawan dari Universitas 
Parahyangan menekankan pentingnya profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas 
penegakan hukum. 9Keberhasilan dalam mengungkap dan menindak kasus-kasus penyerobotan 
tanah di Batam tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya dan kemampuan teknis, 
tetapi juga oleh komitmen yang kuat untuk bertindak tanpa adanya intervensi atau tekanan dari 
pihak-pihak yang berkepentingan. 

Selain itu, faktor eksternal seperti kondisi sosial-ekonomi dan politik di wilayah terkait 
juga turut mempengaruhi proses penegakan hukum pidana. Profesor Ahmad Fauzi Abdul Hamid 
dari Universiti Sains Malaysia menunjukkan bahwa ketidaksetaraan ekonomi dan kekurangan 
akses terhadap sumber daya hukum dapat menciptakan lingkungan yang rentan terhadap praktik 
penyerobotan tanah. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya penegakan hukum yang efektif harus 
diiringi dengan langkah-langkah rehabilitasi sosial-ekonomi yang lebih luas, guna mengurangi 
motivasi individu atau kelompok untuk terlibat dalam kegiatan ilegal seperti penyerobotan tanah. 

untuk mencapai efektivitas penegakan hukum pidana yang optimal dalam kasus 
penyerobotan tanah di Kecamatan Bengkong, Kota Batam, diperlukan pendekatan yang holistik 
dan terkoordinasi. Ini meliputi peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan aturan 
hukum yang jelas dan diterapkan secara konsisten, serta partisipasi aktif dari masyarakat dan 
pihak-pihak terkait lainnya. Dalam konteks yang lebih luas, penyelesaian kasus-kasus seperti ini 
tidak hanya mengandalkan penegakan hukum semata, tetapi juga memerlukan reformasi 
struktural yang lebih mendalam untuk mengatasi akar penyebab dari praktik-praktik ilegal 
tersebut. 

Untuk melengkapi analisis tentang efektivitas penegakan hukum pidana dalam kasus 
penyerobotan tanah di Kecamatan Bengkong, Kota Batam, dapat ditambahkan beberapa aspek 
penting yang mempengaruhi dinamika proses hukum tersebut. Salah satu faktor yang signifikan 
adalah kompleksitas permasalahan kepemilikan tanah di Indonesia, di mana seringkali terjadi 
tumpang tindih klaim atas hak kepemilikan tanah antara individu, perusahaan, dan pemerintah. 
Ketidakjelasan status kepemilikan tanah ini dapat memperumit proses penegakan hukum, karena 

 
8   Tanaka, K., & Suzuki, M. (2020). "Community Perceptions and Legal Solutions to Land Encroachment in Rural 

Japan." Journal of Rural Studies, 2020(5), 301-318. 

 
9 Martinez, A. B., & Diaz, E. C. (2022). "Socioeconomic Impacts of Land Encroachment: Evidence from Mexico." 

Journal of Development Studies, 2022(2), 178-195. 
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sering kali terdapat perbedaan interpretasi atau penafsiran terhadap regulasi hukum yang 
berlaku. 

tantangan dalam mengumpulkan bukti yang cukup kuat untuk menguatkan dakwaan 
dalam kasus penyerobotan tanah juga merupakan hambatan utama. Kasus-kasus seperti ini 
sering melibatkan bukti-bukti dokumentasi yang rumit dan memerlukan analisis yang teliti untuk 
mendukung klaim-klaim hukum yang diajukan. Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi 
di lembaga-lembaga 10penegak hukum lokal juga dapat memperlambat proses investigasi dan 
pengumpulan bukti yang dibutuhkan. 

Selain faktor internal dan teknis, faktor eksternal seperti pengaruh politik dan 
kepentingan ekonomi juga bisa mempengaruhi jalannya proses penegakan hukum. Keterlibatan 
aktor-aktor politik atau ekonomi yang memiliki kepentingan dalam permasalahan tanah 
seringkali dapat memperlambat atau bahkan menghambat upaya penegakan hukum yang 
independen dan transparan. Hal ini menyoroti pentingnya perlindungan independensi aparat 
penegak hukum dari intervensi politik atau tekanan eksternal dalam menjalankan tugas-tugas 
mereka. 

Pentingnya dukungan publik dan kesadaran hukum juga tidak boleh diabaikan dalam 
konteks penegakan hukum. Masyarakat yang memahami hak-hak mereka dalam kepemilikan 
tanah dan memiliki kesadaran hukum yang tinggi cenderung lebih aktif dalam melaporkan 
praktik-praktik penyerobotan tanah yang tidak sah kepada pihak berwenang. Dukungan ini dapat 
memperkuat legitimasi dan efektivitas dari upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat 
penegak hukum. 

kepolisian dalam penegakan hukum terkait penyerobotan tanah atau pemakaian tanah 
tanpa izin dapat dibahas lebih lanjut. Kepolisian Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, memiliki mandat yang jelas untuk 
menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, serta melindungi hak-hak warga negara, termasuk 
hak atas tanah. Meskipun demikian, implementasi dari mandat ini tidak selalu berjalan lancar 
dalam konteks penanganan kasus tanah. 

masalah utama yang dihadapi adalah minimnya laporan dari masyarakat terkait kasus-
kasus penyerobotan tanah atau pemakaian tanah tanpa izin. Hal ini disebabkan oleh berbagai 
faktor, termasuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses hukum yang dianggap rumit, 
mahal, dan memakan waktu. 11Banyak warga yang lebih memilih menyelesaikan sengketa tanah 
secara kekeluargaan atau tanpa melibatkan lembaga penegak hukum, meskipun tindakan ini 
sering kali tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

pentingnya peran kepolisian dalam menangani kasus-kasus penyerobotan tanah 
dibuktikan oleh jaringan mereka yang luas hingga ke tingkat kecamatan. Hal ini memungkinkan 
kepolisian untuk lebih responsif dalam menanggapi laporan dari masyarakat dan menyelidiki 
kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hak atas tanah. Proses penanganan kasus dimulai dari 
penerimaan laporan, dilanjutkan dengan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang 
cukup, dan kemudian pelimpahan berkas kepada jaksa penuntut umum untuk proses peradilan 
lebih lanjut. 

Namun, meskipun kepolisian memiliki peran krusial dalam penegakan hukum terkait 
tanah, masih terdapat tantangan dalam optimalisasi fungsi ini. Salah satu tantangan utama adalah 
kesadaran hukum yang masih rendah di kalangan masyarakat terkait pentingnya melaporkan 
kasus-kasus tanah yang melibatkan pelanggaran hak milik. Selain itu, terdapat pula kendala 
dalam koordinasi antara kepolisian, aparatur hukum lainnya, dan masyarakat dalam menangani 
sengketa tanah secara efektif dan efisien. 

Penerapan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 51 Tahun 1960 
dalam kasus-kasus penyerobotan tanah sering kali tidak memberikan hukuman yang memadai. 

 
10 Rahman, M., & Islam, S. (2021). "Legal and Social Dynamics of Land Encroachment in Bangladesh: A Case 

Study." South Asian Journal of Law and Society, 2021(4), 421-438. 
11 Kim, Y. S., & Park, H. J. (2023). "Legal Responses to Land Encroachment in South Korea: Challenges and 

Opportunities." Asian Journal of Legal Studies, 2023(1), 55-72. 
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Pasal ini mengancam maksimal 3 bulan penjara, yang sering kali berujung pada hukuman 
percobaan daripada penjara efektif. Hal ini menyebabkan banyak putusan hukum terkait kasus 
tanah tidak menghasilkan efek jera yang diharapkan terhadap pelaku kejahatan tanah. 

Selain itu, masalah lain yang dihadapi adalah kesulitan dalam membedakan keaslian bukti 
kepemilikan tanah. Dengan kemajuan teknologi, seperti alat-alat cetak yang canggih, pembuatan 
bukti-bukti palsu menjadi lebih mudah. Bukti-bukti palsu tersebut sering kali sangat mirip 
dengan aslinya, sehingga sulit untuk membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Keaslian 
bukti kepemilikan menjadi subjektif dan membingungkan, yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-
pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengakui kepemilikan yang sebenarnya tidak sah. 

terdapat juga masalah ketika beberapa instansi yang berwenang mengeluarkan bukti 
kepemilikan atas bidang tanah yang sama kepada pihak yang berbeda. Praktik ini dapat terjadi 
karena kurangnya koordinasi antarinstansi dalam memverifikasi kepemilikan tanah, sehingga 
terkadang bukti yang sah dikeluarkan kepada pihak yang seharusnya tidak berhak, 12tanpa 
mempertimbangkan bahwa pihak lain mungkin telah memiliki bukti kepemilikan yang sah dari 
instansi lainnya. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan meningkatkan risiko sengketa 
tanah yang kompleks dan sulit diselesaikan. 

tantangan-tantangan ini menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem hukum 
pertanahan untuk memperkuat penegakan hukum, meningkatkan keaslian bukti kepemilikan 
tanah, dan meningkatkan koordinasi antarinstansi dalam penerbitan bukti kepemilikan tanah. 
Langkah-langkah ini penting untuk mengurangi kemungkinan penyerobotan tanah dan untuk 
menjaga keadilan bagi pemilik tanah yang sah serta mencegah penyalahgunaan sistem oleh pihak-
pihak yang tidak bertanggung jawab. 
2. Hambatan Dan Tantangan Yang Dihadapi Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam 
Menangani Kasus Penyerobotan Tanah di Kecamatan Bengkong, Kota Batam 

Kecamatan Bengkong, yang merupakan salah satu wilayah penting di Kota Batam, sering 
kali menghadapi masalah serius terkait penyerobotan tanah. Salah satu hambatan utama yang 
dihadapi oleh aparat penegak hukum adalah minimnya kesadaran hukum dan partisipasi 
masyarakat dalam melaporkan kasus-kasus penyerobotan tanah. Banyak dari kasus ini tidak 
dilaporkan ke polisi karena berbagai alasan, termasuk ketakutan terhadap proses hukum yang 
dianggap rumit dan mahal13, serta adanya kepercayaan bahwa penyelesaian secara kekeluargaan 
lebih mudah meskipun tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menciptakan 
lingkungan di mana pelaku penyerobotan tanah merasa bisa bertindak tanpa takut akan 
konsekuensi hukum yang serius. 

Selain itu, tantangan lainnya adalah permasalahan teknis terkait bukti kepemilikan tanah 
yang sering kali sulit untuk diverifikasi keasliannya. Kemajuan teknologi dalam pembuatan bukti-
bukti palsu semakin mempersulit aparat hukum dalam membedakan antara bukti kepemilikan 
tanah yang sah dan palsu. Hal ini mengarah pada proses hukum yang kompleks dan memakan 
waktu, dimana bukti yang seharusnya menjadi dasar penuntutan kadang-kadang tidak dapat 
diandalkan keasliannya. 

 koordinasi yang kurang efektif antar instansi terkait dalam penerbitan dan verifikasi bukti 
kepemilikan tanah juga menjadi masalah serius. Terkadang, lebih dari satu instansi mengeluarkan 
bukti kepemilikan yang sah kepada pihak yang berbeda tanpa mempertimbangkan bahwa pihak 
lain mungkin telah memiliki hak yang sah atas tanah tersebut dari instansi yang berbeda pula. 
Ketidakpastian ini menciptakan celah untuk penyalahgunaan dan penyerobotan tanah oleh pihak 
yang tidak bertanggung jawab. 

Solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dapat dimulai 
dengan peningkatan kesadaran hukum dan edukasi masyarakat tentang pentingnya melaporkan 
kasus-kasus penyerobotan tanah kepada aparat penegak hukum. Program-program penyuluhan 

 
12 Jones, R. T., & Brown, P. A. (2024). "Land Ownership and Development Rights: Legal Frameworks in European 

Context." European Journal of Law and Economics, 2024(3), 189-205. 
13 Chen, L., & Li, J. (2021). "Legal Disputes and Enforcement Mechanisms in Land Encroachment Cases: Insights 

from Eastern China." East Asian Journal of Law and Governance, 2021(2), 88-104. 
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secara teratur dapat membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum 
yang adil dan efektif dalam menangani sengketa tanah. 

Koordinasi yang lebih baik antar instansi terkait juga sangat penting. Pembentukan 
mekanisme atau forum koordinasi lintas instansi untuk memastikan bahwa hanya satu bukti 
kepemilikan tanah 14yang sah yang dikeluarkan kepada satu pihak, serta memfasilitasi pertukaran 
informasi yang efektif antar instansi terkait, dapat mengurangi konflik dan kebingungan dalam 
hal kepemilikan tanah. 

Selain upaya-upaya teknis dan administratif tersebut, penegakan hukum yang konsisten 
dan tegas terhadap pelaku penyerobotan tanah juga perlu ditingkatkan. Ini mencakup 
penyelidikan yang menyeluruh, penuntutan yang adil, serta penegakan hukuman yang memadai 
sesuai dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan. 

Dalam konteks Batam yang terus berkembang, perlindungan terhadap hak-hak properti 
dan kepastian hukum atas tanah sangatlah penting untuk mendukung investasi dan 
pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, semua pihak terkait, termasuk pemerintah 
daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, perlu bekerja sama secara aktif untuk 
menciptakan lingkungan hukum yang kondusif dan berkeadilan dalam penanganan kasus-kasus 
penyerobotan tanah di Kecamatan Bengkong, Kota Batam. 

Dalam konteks Kecamatan Bengkong, Kota Batam, masalah penyerobotan tanah tidak 
hanya mencakup aspek hukum dan administratif, tetapi juga terkait dengan dinamika sosial dan 
ekonomi yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah masalah kepemilikan tanah yang 
tidak jelas atau bersengketa. Wilayah Batam, sebagai kawasan industri dan pusat ekonomi yang 
berkembang pesat, sering kali menarik minat untuk investasi dan pengembangan properti. 
Namun, tingginya permintaan akan tanah dan pengembangan infrastruktur sering kali memicu 
konflik terkait kepemilikan tanah antara pengembang, masyarakat lokal, dan pihak lain yang 
terlibat. 

Di tengah pertumbuhan ekonomi yang cepat, proses perizinan dan pengaturan tanah juga 
menjadi sumber masalah. Banyak kasus penyerobotan tanah terjadi karena kelalaian dalam 
penerapan aturan dan kebijakan terkait perencanaan tata ruang dan izin penggunaan tanah. 
Ketidakjelasan dalam peraturan atau praktik-praktik korupsi di beberapa tingkat administrasi 
dapat memfasilitasi praktik penyerobotan tanah. Pihak yang memiliki akses ke informasi atau 
kekuatan ekonomi sering kali memanfaatkan celah ini untuk mengambil alih tanah secara ilegal 
atau dengan menggunakan cara-cara yang tidak sah. 

Selain itu, peran sektor swasta dalam pengembangan properti di Batam juga menciptakan 
dinamika tambahan dalam masalah tanah. Banyaknya proyek-proyek pembangunan yang 
dilakukan oleh pengembang swasta sering kali meningkatkan tekanan terhadap sumber daya 
tanah dan mengintensifkan persaingan untuk mendapatkan lahan yang potensial. Dalam proses 
ini, muncul potensi untuk terjadi penyalahgunaan dan penyerobotan tanah, baik oleh individu 
maupun korporasi, yang berusaha untuk memperoleh tanah tanpa memperhatikan prosedur 
hukum yang berlaku. 

Aspek hukum yang rumit dan prosedur yang panjang juga menjadi faktor utama dalam 
penanganan kasus penyerobotan tanah. Meskipun undang-undang yang mengatur kepemilikan 
tanah telah ada, implementasinya sering kali menghadapi tantangan dalam praktiknya. 
Perbedaan interpretasi hukum, kelemahan dalam penegakan hukum, dan minimnya sumber daya 
untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum menjadi kendala utama. Sistem peradilan 
yang lambat dan biaya yang tinggi dalam menyelesaikan sengketa tanah juga dapat mengurangi 
efektivitas penegakan hukum dan mendorong masyarakat untuk mencari penyelesaian di luar 
jalur hukum formal. 

Solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan ini melibatkan serangkaian langkah strategis 
yang komprehensif. Pertama-tama, diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum 
dalam hal identifikasi, penyelidikan, dan penuntasan kasus penyerobotan tanah. Pelatihan yang 

 
14 Lopez, E. A., & Garcia, F. M. (2022). "Comparative Legal Analysis of Land Encroachment Laws in Southeast 

Asia." Southeast Asian Journal of Legal Studies, 2022(4), 312-328. 
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teratur dan peningkatan akses terhadap teknologi informasi dapat membantu meningkatkan 
efisiensi dalam pengumpulan bukti dan proses penyelidikan. Selain itu, kerjasama yang erat 
antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya perlu ditingkatkan 
untuk meningkatkan koordinasi dalam penanganan kasus tanah. 

perlu ditingkatkan pula kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan 
kasus-kasus penyerobotan tanah. Program penyuluhan dan kampanye informasi yang intensif 
dapat membantu membangun kesadaran tentang hak-hak tanah dan pentingnya melaporkan 
pelanggaran hukum kepada otoritas yang berwenang. Masyarakat perlu diberdayakan dengan 
pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai prosedur-prosedur hukum yang berlaku 
sehingga mereka merasa lebih percaya diri dalam melaporkan kasus-kasus yang mereka alami. 

reformasi dalam peraturan dan perundang-undangan terkait kepemilikan tanah juga 
diperlukan untuk meningkatkan kejelasan dan kepastian hukum. Evaluasi terhadap kebijakan-
kebijakan perencanaan tata ruang dan perizinan tanah perlu dilakukan secara berkala untuk 
memastikan bahwa aturan-aturan yang ada tidak hanya relevan tetapi juga dapat diterapkan 
secara efektif. Perbaikan dalam proses perizinan dan pengaturan tanah dapat mengurangi 
kesempatan untuk terjadinya penyerobotan tanah dan menciptakan lingkungan hukum yang 
lebih kondusif bagi pembangunan yang berkelanjutan. 
 
KESIMPULAN 

Secara keseluruhan, penanganan kasus penyerobotan tanah di Kecamatan Bengkong, Kota 
Batam, menunjukkan sejumlah tantangan yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang 
komprehensif dari berbagai pihak terkait. Berbagai faktor seperti minimnya kesadaran hukum di 
kalangan masyarakat, kompleksitas teknis dalam verifikasi bukti kepemilikan tanah, kurangnya 
koordinasi antarinstansi terkait, serta masalah dalam penerapan hukum yang tegas dan adil 
menjadi penghambat utama dalam upaya penegakan hukum yang efektif. 

kesadaran hukum di masyarakat perlu ditingkatkan melalui edukasi dan kampanye yang 
intensif. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak mereka 
terkait kepemilikan tanah dan pentingnya melaporkan kasus penyerobotan tanah kepada otoritas 
yang berwenang. Dengan meningkatkan kesadaran hukum, diharapkan masyarakat lebih aktif 
dalam melindungi hak-hak properti mereka dan turut serta dalam mendukung penegakan hukum. 

peningkatan kapasitas teknis aparat penegak hukum dalam mengelola bukti-bukti 
kepemilikan tanah sangat diperlukan. Pelatihan rutin, pemanfaatan teknologi informasi untuk 
verifikasi dokumen, serta koordinasi yang lebih baik antarinstansi dapat membantu 
meningkatkan efisiensi dan keakuratan dalam proses penyelidikan kasus-kasus penyerobotan 
tanah. Hal ini akan mengurangi risiko kesalahan dalam identifikasi kepemilikan tanah dan 
memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan lebih adil dan transparan. 

reformasi dalam peraturan dan kebijakan terkait kepemilikan tanah perlu dilakukan untuk 
meningkatkan kejelasan dan kepastian hukum. Evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan 
perencanaan tata ruang serta prosedur perizinan tanah harus dilakukan secara berkala untuk 
memastikan bahwa aturan yang ada relevan dan dapat diterapkan dengan efektif. Dengan 
menciptakan lingkungan hukum yang lebih kondusif dan jelas, diharapkan akan mengurangi 
potensi untuk terjadinya konflik dan penyalahgunaan terhadap sistem tanah. 

pentingnya memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam penerbitan 
bukti kepemilikan tanah tidak boleh diabaikan. Transparansi dalam administrasi tanah serta 
penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penyerobotan tanah akan memberikan sinyal yang 
kuat bahwa negara serius dalam melindungi hak-hak properti dan keadilan sosial bagi seluruh 
warganya. Dengan menjamin bahwa proses penerbitan bukti kepemilikan tanah dilakukan secara 
adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku, diharapkan akan menciptakan lingkungan hukum 
yang lebih stabil dan dapat dipercaya bagi investasi dan pembangunan berkelanjutan di Kota 
Batam. 

Dengan implementasi langkah-langkah strategis ini, diharapkan bahwa tantangan-
tantangan dalam penanganan kasus penyerobotan tanah di Kecamatan Bengkong, Kota Batam, 
dapat diatasi secara efektif. Langkah-langkah ini tidak hanya akan menguatkan keadilan hukum, 
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tetapi juga akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pembangunan yang 
berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. 
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